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KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTU SAN

Nomor : 0061KINTB/PSI-KEP.2/XII/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(l. 1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa,

dan memutus Sengketa Infomasi Publik Nomor Register OO3/KINTB仲SI-

REG/X/2021 yang di隼jukan oleh :

Nama　　　: Hamzanwadi

Alamat　: Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya

Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Sela叫jutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Nama　: KepaIa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Lombok Tengah

Alamat : Jalan Praya-Puyung Gedung A Lantai 2 Kantor Bupati LQmbok

Tengah

Di dalam persidangan dihadiri oleh Drs. H, Saman selaku Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah dan Lalu Ma’as

Solihin.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon



(1.2) Telah membaca pemohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-Surat dari Pemohon;

Telah memeriksa surat-Surat dari Temohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Temohon;

Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon;

Telah mendengar kesimpulan dari Temohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2. 1) Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke

Komisi Infomasi Provins上NTB tangga1 25 Oktober 2021 dan terdaftar di

Kepaniteraan Komisi血fomasi Provinsi NTB pada tangga1 28 Oktober 2021

dengan Registrasi Sengketa Nomor : 003偲ENTB何SI-REG/X/202 1.

Krono書ogi

(2.2) Bahwa Pemohon mengqiukan pemohonan infomasi melalui surat tertangga1

25 Agustus 2021 kepada Kepala Dinas Perindag Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun infomasl yang diminta ya血:

1. Dokumen Infomasi Kontrak Ke[ia antara Kontraktor Pemenang tender

dengan PPK Pembangunan Gedung Sentra Rotan dan Ketak Desa

Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahap II

Tahun Anggaran 202 1.

2. Dokumen InfomlaSi Berita Acara Sosialisasi antara Kontraktor Pemenang

tender, PPK dan masyarakat terkait Pembangunan Gedung Sentra Rotan dan

Ketak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok

Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2021.
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(2.3) Bahwa Temohon memberikan tanggapan atas permohonan infomasi Pemohon

melalui surat nomor : 510/525仲erindag tertangga1 30 Agustus 2021, Perihal :

Tanggapan Terhadap Permohonan Dokumen.

(2.4) Bahwa Pemohon meng勾ukan keberatan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kab. Loteng melalui surat tertangga1 6 September 2021 ・

(2.5) Bahwa Pemohon mengaiukan Pemohonan Penyelesaian Sengketa Infomasi

Publik ke Komisi血fomasi Provinsi NTB tangga1 25 Oktober 2021 dan

terdaftar di Kepaniteraan Komisj Infomasi Provinsi NTB pada tangga1 28

Oktober　2021 dengan Registrasi Sengketa Nomor　‥　003偲HNTB/PSI-

REG/Ⅹ/202 1.

(2.6) Bahwa terhadap sengketa a qαO telah dilakukan persidangan sebagai berikut :

1. Tangga1 4 November 2021 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh

Pemohon dan Termohon.

2. Tangga1 1 1 November 2021 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh

Pemohon dan Termohon.

(2.7) Bahwa terhadap sengketa a qαO telah dilakukan mediasi sebagai berikut :

l. Tangga1 4 November 2021 telah dilaksanakan mediasi, dihadiri oleh

Pemohon dan Temohon. Di dalam med上asi tersebut para pihak telah

mencapai kesepakatan sebagian.

2. Kesepakatan Mediasi tersebut telah d血angkan dalam Putusan Mediasi

Nomor : 004低ENTB仲SI-KEP.1/XI/2021. Dan terhadap pemohonan

infomasi Pemohon yang belum disepakati dalam mediasi tersebut oleh para

Pihak, dila巾utkan penyelesaiamya melalui proses匂udikasi yaitu Dokumen

Infomasi Kontrak Keria antara Kontraktor Pemenang tender dengan PPK

Pembangunan Gedung Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengkerang

Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahap II Tahun

Anggaran 202 1



Alasan atau Tujuan Per血Oho皿an Informasi Publik

(2.8) Bahwa Pemohon meng勾ukan pemohonan infomasi publik kepada Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah sebagal

bahan diskusi tentang arah kebijakan dan pelayanan publik di Kabupaten

Lombok Tengah.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.9) Bahwa Pemohon mengqjukan pemohonan Penyelesaian Sengketa Infomasi

Publik kepada Komisi Infomasi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Atasan

PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

(2.10) Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Infomasi Provinsi NTB untuk

dapat menyelesaikan sengketa infomasi publik sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 1 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemoho血

(2. 1 1) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan

Sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi

Sebagai perseorangan.

2. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan permohonan informasi

melalui surat tertangga1 25 Agustus 2021 kepada Kepala Dinas Perindag

Kabupaten Lombok Tengah.

3. Bahwa Pemohon menyatakan telah menerima surat tanggapan atas

PemOhonan infomasi dari Temohon・

4. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan kepada Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kal). Loteng melalui surat tertangga1 6

September 2021.



5. Bahwa Pemohon menyatakan infomasl yang diminta sebagai bahan diskusi

dengan masyarakat supaya masyarakat memahami dan mengetahui program

yang dilaksanakan oleh Pemerintan

6, Bahwa Pemohon menyatakan setiap pelaksanaan program atau proyek oleh

Pemerintah Daerah supaya diinfomasikan kepada masyarakat.

7. Bahwa Pemohon menyatakan berharap dokumen kontrak yang diminta dapat

diberikan oleh Termohon.

8. Bahwa Pemohon menyatakan, dokumen kontrak yang dibutuhkan terdiri

dari:

a. Pokok peIia巾ian

b. Surat penawaran beserta penawaran harga

C. Syarat-Syarat dokumen kontrak

d. Spesifikasi khusus

e. Spesifikasi umum

f Daftar kualitas dan harga

g. Addendum surat perjarbian

SuraトSurat Pemohon

(2. 1 2) Menimbang bahwa Pemohon meng匂ukan surat sebagai berikut:

Sur如P-1 �FotocopySuratPemohonanInfomasitertangga125Agustus2021 �叫¥-・、、、 

SuratP-2 �FotocopyBuktiTandaTerimaSuratPemohonanInfomasitertanggal 

25Agustus2021 

SuratP-3 �Fotocopy　Surat　Kepala　Dinas　Perindustrian　dan　Perdagangan 

KabupatenLombokTengahNomor:510/525仲erindagtertangga130 

Agustus2021,Periha上TanggapanTerhadapPemohonanDokumen. 

SuratP-4 �FotocopySuratKeberatantertangga16September2021 

SuratP-5 �FotocopyBuktiTandaTerimaSuratKeberatantertangga16September 

2021 

SuratP-6 �FotocopyKa血TandaPenduduk(KTP)nomor:52020622117幾鎖h> 

atasnamaHamzanwadi �4 ∴ ′,ノ享〆 
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Keterangan Termohon

(2. 1 3) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan

Sebagai berikut :

1. Bahwa Temohon menyatakan telah menerima surat pemohonan infomasi

dan surat keberatan Pemohon.

2. Bahwa Temohon menyatakan telah menanggapI PemOhonan informasi

Pemohon melalui surat.

3. Bahwa Termohon menyatakan dokumen kontrak yang diminta Pemohon

dimiliki dan dikuasai oleh Termohon.

4. Bahwa Temohon menyatakan sebagai aparat Pemerintah menyadari

kew匂iban untuk me巾alankan Keterbukaan Informasi Publik sesuai

Undang-Undang Keterbukaan Infomasi Publik (UU KIP) namun kami

mempunyai keterbatasan pengetahuan tentang UU KIP.

5. Bahwa Temohon menyatakan berhanap agar M匂elis Komisioner

memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mempe正mbangkan isi surat

tanggapan Temohon kepada Pemohon.

6. Bahwa Temohon menyatakan sudah mempert上mbangkan konsekuensi yang

timbul apabila dokumen kontrak diberikan kepada Pemohon, karena dalam

dokumen kontrak tersebut terdapat infomasl yang bersifat rahasia

Surat-Surat Termohon

(2 , 14) Menimbang bahwa Temohon menged ukan surat sebagai berikut:

SuratT-1 �SOPPenyusunanDaftarInfomasidanDokumentasiPublik �∴∴∴ 

SuratT-2 �FomtJjiKonsekuensi 

SuratT-3 �SKHasilI珂KonsekuensiTahun2020 

SuratT-4 �SKHasilt珂KonsekuensiTahun2021 

SuratT-5 �FotokopiKa血TandaPenduduk(KTP)nomor:5202023112600045 

atasnamaDrs.H.Saman 

SuratT-6 �FotokopiKartuTandaPenduduk(KTP)nomor:5202050804800001 

atasnamaLaluMa,asSolihin　　　　　　　　　　　r某誌 

ノダ,,ヾふ二ン㌦‾、‾、 �襲 
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3. KESIMPULAN PARA PIHÅK

(3. 1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Dokumen Kontrakjuga dipegang oleh pihak-Pihak terkait.

2. Saat Pemohon melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten

Lombok Tengah temyata dokumen kontrak tersebut tidak ada disimpan di

PPID Utama Kabupaten Lombok Tengah.

3. Sangat tidak elok apabila Temohon mengungkit kapasitas Pemohon terkait

infomasl yang diminta.

4. Infomasl yang diminta Pemohon untuk bahan diskusi dengan masyarakat

Sehingga masyarakat mengetahui dan memahami program Pemerintah

Daerah yang dilaksanakan di desanya.

5. Tidak ada SOP layanan infomasj publik di Kabupaten Lombok Tengah.

6. Tidak ada bedanya perlakuan terhadap dokumen kontrak yang programnya

Sedang be可alan atau sudah selesai.

7. Harapan kami agar infomasi tentang dokumen kontrak dapat dipenuhi

SuPaya maSyarakat dapat mengetahui.

(3.2) Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Keseluruhan infomasl yang diminta Pemohon ada dalam dokumen kontrak.

Pihak yang memiliki dokumen kontrak tersebut adalah Kadis Perindag,

PPK, Auditor dan BPKAD.

2. Sesuai SOP yang ada bahwa dokumen kontrak yang masih sedang beIjalan

PrOyeknya adalah dokumen yang belum didokumentasikan karena血belum

bisa diberikan.

3. Kami mempunyai SOP Pengecualian Infomasi Publik dimana dokumen

kontrak termasuk infomasl yang dikecualikan.

4. Kami mengharapkan agar Komisi Infomasi dapat memutuskan sengketa

dengan mempertimbangkan surat tanggapan kami kepada Pemohon.

ノガニ=“二二“ここと、-、



4. PERTIMBANGAN HUKUM

(4.1) Menimbang bahwa maksud dan　叫uan pemohonan adalah mengenai

PermOhonan Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik sebagaimana diatur dalam

Pasa1 35 ayat (1) hurufc, Pasa1 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) J#nCtO Pasa1 5 huruf b

dan Pasa1 13 hurufb Peraturan Komisi Infomasi Nomor l Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik (Perki PPSIP).

(4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mqjelis Komisioner

mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk

memeriksa dan memutus pemohonan a q∂の;

2. Kedudukan hukum (legal stanc擁g) Pemohon;

3. Kedudukan hukum (佃gal s/anc擁g) Temohon ;

4. Batas waktu peng劉uan PermOhonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, M砧elis mempertimbangkan dan memberikan

Pend糾〕at Sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informa§i Provinsi Nusa Tenggara Barat

(4.3) Menimbang bahwa Komisi Infomasi Provinsi mempunyai dua kewenangan

yaitu kewenangan abso山dan kewenangan relatif

Kewenangan Absolut

(4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 1 ang賞槍4 dan Pa§a1 23 UU

KIP dinyatakan :

Komisi Infomasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi me巾alankan UU KIP

dan peraturan pelaksanaamya, menetaPkan petur可uk teknis standar layanan

informasi publik dap menyelesaikan sengketa infomasi publik melalui mediasi

dan/atau aj udikasi nonlitigasi.

(4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 1 angka 2 UU KIP dinyatakan

bahwa:

Informasi Publik adalah infomasl yang dihasilkan, disimpan, d

dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang beI

Penyelenggara dan penyelenggara紬　negara dan/atau pen:
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Penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang lm

Serta infomasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 1 angha 5 UU KIP ja/nCtO

PasaI l angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Infomasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik

dengan Pemohon Infomasi Publik dan/atau Pengguna Infomasi Publik yang

berkaitan、 dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Infomasi Publik

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

PasaI I Perki PPSIP:

Angka6

Pemohonan Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik yang sela可utnya disebut

Pemohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang di針iukan oleh Pemohon

Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik kepada Komisi Infomasi sesuai

dengan Peraturan ini.

A皿gk分9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Infomasi Publik antara para

Pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Infomasi.

Pasa看26 ayat (1) hurufa UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan

Penyelesaian Sengketa血fomasi Publik melalui Mediasi danJ伽au Ajudikasi

nonlitigasi yang diedukan oleh setiap Pemohon Infomasi Publik berdasarkan

alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan PasaI 5 Perki PPSIP dinyatakan

bahwa:

Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik melalui Komisi Infomasi dapat

ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh

atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diむukan

kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ke[ja sqiak

keberatan diterima oleh atasan PPID.

(4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4・4/ sampai

M句elis berpendapat bahwa yang me巾adi kewenangan a

Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni :



a. Adanya pemohonan infomasi, keberatan dan pemohonan penyelesaian

Sengketa Infomasi Publik kepada Komisi Infomasi;

b. Sengketa yang di劉iukan adalah Sengketa Informasi Publik yang teIjadi antara

Pemohon dengan Badan Publik.

(4. 10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph /4.4/ sanpai dengan

Paragraf (4. " terkait kewenangan absolut M勾elis berpendapat bahwa Komisi

Infomasi Provinsi NTB memil土ki kewenangan absolut untuk menerima,

memeriksa, dan memutus perkara a q聞0.

(4. 1 1) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf /4jy huruf b, dalam hal penentuan

apakah sel略庇幼a quo adalah sengketa antara Pemohon Infomasi Publik dan

Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa

kedudukan hukum (legal sian励砂Pemohon dan Temohon yang diuraikan

dalam Bagian B dan C.

Kewenangan Relatif

(4. 1 2) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasa看27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Infomasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian

Sengketa Infomasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi

yang bersangkutan.

Pasa1 6 ayat (2) Perki PPSIP

Komisi Informasi Provinsi ben楯nang menyelesaikan Sengketa Infomasi

Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi・

PasaI 6 ayat (3) Perki PPSIP

Komisi Infomasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa

Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten庇ota.

Pasa1 6 ayat (4) Pefki PPSIP

Dalam hal Komisi血fomasi KabupatenIKota belum terbentuk, kewenangan

menyelesaikan Sengketa Infomasi Publik yang menyangkut Badan Publik

Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Infomasi Provinsi.

(4 1 3) Menlmbang bahwa berdasarkan pquelasan Pasa1 6 Perkl PPS墨網

Badan Publik Provinsi adalah:
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Ayat(2)

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga

tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh ‥ Pemerintah

Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah,

Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat

PrOVmSl, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi laimya.

Temasuk me巾adi kewenangan Komisi Infomasi Provinsi adalah sengketa

dimana yang me巾adi Temohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki

kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari

Satu kantor s牛ia di Provinsi tertentu

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupateMcota adalah Badan Publik

yang lingkup ke互anya mencakup kabupaten化ota setempat atau lembaga tingkat

kabupaten庇ota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah

Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten化ota, Pengadilan tingkat pertama, Komando

Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten庇ota, Partai Politik tingkat

kabupaten化ota, Organisasi non pemerintah tingkat kabupaten庇ota, RSUD

tingkat kabupaten化ota, atau lembaga tingkat kabupaten枕ota laimya.

(4工4) Menimbang bahwa Temohon merupakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Lombok Tengah yang dalam ha=ni disebut sebagai badan publik

berdasarkan UU KIP, Sehingga Temohon merupakan Badan Publik pada

ketentuan Pasa1 1 angka 3 UU KIPjuncto Pasa1 3 ayat (1) hurufdPerki PPSIP.

(4. 15) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4・12) sampai dengan

Paragraf f 1 4), M竿ielis berpendapat Komisi Infomasi Provinsi Nusa Tenggara

Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan m℃mutuS

perkara a qα0.

B. Keduduhan Hukum (L略al Ston俄I略) Pemohon

(4.16) Menimbang bahwa berdasarkan Pasa1 1 angka 12, Pasa1 22 ayat (l), Pasa1 35

ayat (1) hurufc, Pasa1 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasa1 37 ayat (1) d謬蝉紅進)

UU KIP juncto Pasa= angka 7 dan Pasa1 5 Perki PPSIP

menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Infoma

meng勾ukan Pemohonan Penyelesaian Sengketa Infomasi

脚



Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan

infomasi dan keberatan kepada Temohon;

(4. 17) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa

infomasi a qき/O meruPakan Perseorangan berdasarkan bukti surat P-6 dan

keterangan Pemohon dalam persidangan;

(4. 1 8) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa

informasi a q2/O telah menempuh upaya pen貌Iuan PemOhonan infomasi dan

keberatan kepada Termohon ;

(4.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 1 angka 12 UU KIP dan Pasa1

1 angka 7, Pasa1 1 1 ayat (1) Perki PPSIP mengatur:

PasaI l a血gka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum

Indonesia yang mengaiukan pemintaan infomasi publik sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini.

Pasa1 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang sela巾utnya disebut

Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Infomasi Publik yang mengaiukan

Pemohonan kepada Komisi Infomasi.

(4.20) Menimbang bchwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.1β)

SamPai dengan paragraf (4.1♀), M到ielis Komisioner be叩endapat Pemohon

memenuhi syarat kedudukan hukum (ねgal stan強め.

C. Kedudukan Hukum q略al S如nd訪略) Termohon

(4.21) Menimbang bahwa Pasa1 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Temohon Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik yang sela可utnya disebut

Temohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik,

atasan PPID, atau’pqiabat yang d血中uk dan diberi kewenangan untuk

mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Infomasi.

(4.22) Menimbang bahwa kedudukan Temohon sebagai Badan Hukum

diuraikan pada paragraf (4. 12) sampai dengan paragraf (4. 1与), Sehi]

mutatis m‡4/anc#s dalam menguraikan dan mempe正mbangkan

hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.
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(4.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.2りdan paragraf (4. 2Z)

diatas, M句elis be岬endapat Temohon memenuh土syarat kedudukan hukum

〃egal standing) sebagai Temohon Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik

dalam sengketa a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(4.24) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur

Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik sebagai berikut:

Pasa1 22 UU KIP:

Ayat(1)
“Setiap Pemohon Infomasi Publik dapat meng句ukan permintaan untuk

memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara te巾11is atau

tidak tertulis.”

Ayat(7)
“Paling lambat lO (SePuluh) hari keria sQjak diterimanya pemintaan, Badan

Publik yang bersangkutan w牛iib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang

berisikan :

a. informasl yang diminta berada di bawah penguasaamya ataupun tidak;

b. Badan Publik w由ib memberitahukan Badan Publik yang menguasai

informasl yang diminta apabila infomasl yang diminta tidak berada dibawah

PenguaSaamya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui

keberadaan infomasl yang diminta;

C. Penerimaan atau penolakan pemintaan dengan alasan yang tercantum

Sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 1 7;

d. dalam hal pemintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi

infomasl yang akan diberikan;

e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 1 7, maka informasl yang dikecualikan

tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

f alat penyampai dan fomat infomasl yang akan diberikan; dan/ atau

g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh infomasl yang diminta.”

Ayat(8)
“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpa叫ang waktu untuk

mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Paling

lambat 7 (tujuh) hari ke互a berikuthya dengan memberikan alasan secara

tertulis.”

PasaI 35 UU KIP:

(1) Setiap Pemohon Infomasi Pub】ik dapat mengg担kan keber

tertulis kepada atasan PQjal)at Pengelola Informasi dan

berdasarkan alasan berikut:
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a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian

Sebagaimana dimaksud dalam Pasa= 7;

b. tidak disediakamya infomasi berkala sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1 9;

C. tidak ditanggapmya Pemintaan informasi;

d. pemintaan infomasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. tidak dipenuhinya pemintaan infomasi;

f pengenaan biaya yang tidck w到iar; dan/atau

g. penyampaian infomasl yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-
Undang ini.

Pasa1 36 UU K|P:

Ayat(1)
“Keberatan diajukan oleh Pemohon Infomasi Publik dalam jangka waktu

paling lambat　30 ` (tiga puluh) hari kerja sete伽　ditemukamya alasan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 35 ayat (1 ).”

Ayat(2)
“Atasan pQjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 35 ayat (l) memberikan

tanggapan atas keberatan yang di句ukan oleh Pemohon Infomasi Publik dalam

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sQjak diterimanya

keberatan secara tertulis. ”

Pasa看37 ayat (2) UU K量P
“Upaya penyelesaian Sengketa Infomasi Publik di砧ukan dalam waktu paling

lambat 14 (empat belas) hari keIja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari

atasan p匂abat sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 36 ayat (2).”

Pasa1 13 Perki PPSIP

Pemohonan diaiukan selambat-1ambatnya 1 4 (empat belas) hari keIia s匂ak:

a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;

atau

b. berakhimya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ke[ja untuk atasan PPID

dalam memberikan tanggapan tertulis.

(4.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Krono賞ogi Pemohonan Penyelesaian

Sengketa Infomasi a qc/O Pada paragraf (2.2/ sampai dengan paragraf (2.り

Pemohon telah menempuh mekanisme pemohonan infomasl, mengalukan

keberatan, dan Pemohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(4 26’霊宝宝器‡‡器a器誓言蒜講義
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Majelis berpendapat Pemohonan Penyelesaian Sengketa Infomasi yang

diqiukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

E. Pokok Permohonan

(4.27) Menimbang bahwa pokok pemohona早dalam perkaraまa quO SeSungguhnya

adalah Sengketa Infomasi Publik antara Pemohon dan Temohon mengenai

infomasi publik yang diminta Pemohon kepada Temohon sebagaimana

diuraikan pada Bagian A KronoIogi paragraf (2. 2/

F. Pendapat Maje書is

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan surat pemohonan infomasi Pemohon

diperoleh fakta hukum bahwa infomasl yang diminta oleh Pemohon adalah

Sebagaimana diuraikan pada Bagian A Krono看ogi paragraf (2.2/, ya血:

1. Dokumen Informasi Kontrak Kerja antara Kontraktor Pemenang tender

dengan PPK Pembangunan Gedung Sentra Rotan dan Ketak Desa

Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahap II

Tahun Anggaran 202 1.

2. Dokumen Informasi Berita Acara Sosialisasi antara Kontraktor Pemenang

tender, PPK dan masyarakat terkait Pembangunan Gedung Sentra Rotan dan

Ketak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok

Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2021.

(4.29) Menimbang bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi yang dilaksanakan

Pada tangga1 4 November 2021 yang dituangkan dalam Putusan Mediasi

Nomor: 004/KINTB仲SI-KEP.1/XI/2021, Pemohon dan Termohon telah

mencapai kesepakatan yaitu Temohon bersedia memberikan infomasl yang

diminta Pemohon, yaitu Dokumen Infomasi Berita Acara Sosialisasi antara

Kontraktor Pemenang tender, PPK dan masyarakat terkait Pembangunan

Gedung Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur

Kabupaten Lombok Tengah Tahap II Tahun Angganan 202 1
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(4.30) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf /2. 7/ pemohonan infomasi

Publik yang tidak memperoleh kesepakatan pada saat mediasi adalah Dokumen

Infomasi Kontrak Ke重ja antara Kontraktor Pemenang tender dengan PPK

Pembangunan Gedung Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengkerang Kecamatan

Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Tahap II Tahun Anggaran 202 1.

Terhadap Dokumen Infomasi Kontrak Keria tersebut, Majelis Komisioner

akan mempe正mbangkan apakah Dokumen Kontrak terseb山　merupakan

informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon

atau temasuk informasl yang dikecualikan.

(4.31) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU KIP PasaI ll ayat (1)

menyatakan bahwa :

`くBadan Publik w却b menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

e. peIjatian Badan Publik dengan pihak ketiga.”

(4.32) Menimbang bahwa berdasarkan Pasa1 1 4 Peratur紬Komisi Infomasi Nomor l

Tahun 202 1 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

1. Setiap Badan Publik w勾ib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.

2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri

atas:

i. Infomasi tentang Pengadaan Barang/Jasa.

(4.33) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasa= 5 Perki Nomor l Tahun 202 1

tentang Standar Layanan Infomasi Publik menyatakan bahwa:

(9)血fomasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasa1 1 4 ayat (2) hurufi paling sedikit terdiri atas:

C. tahap pelaksanaan, meliputi :

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Pefubahan

Kontrak yang tidak mengandung infomasl yang dikecualikan;

(4. 34) Menimbang bahwa berdasarkan kete血an UU KIP menyatakan bahwa:

Pasa12:

1. Setiap Infomasi Publik bersifet terbuka dan dapat diakses oleh setiap

Pengguna Infomasi Publik.

2. Infomasi Publik yang dikecualikan bersぬt ketat dan terbatas.

4. Infomasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai

Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan

konsekuensi yang timbul apabila suatu infomasi di

masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama
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Infomasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada

membukanya atau sebaliknya.

Pa§a萱6:

1. Badan Publik be血ak menolak memberikan infomasl yang dikecualikan

SeSuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4.35) Menimbang bahwa berdasarkan Pasa1 4 UU KIP menyatakan bahwa:

1. Setiap orang be血ak memperoleh Infomasi Publik sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini.

2. Setiap orang berhak:

a. Melihat dan mengetahui Infomasi Publik.

(4.36) Menimbang berdasarkan ketentuan Perki Nomor l Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Infomasi Publik menyatakan bahwa :

Pasa喜23:

1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat,

mengetahui dan/atau mendapatkan salinan Infomasi Publik.

(4.37) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor l Tahun 2010

tentang Pelaksanann UU KIP Pasa1 1 4 menyatakan bahwa:

“PP工D bertugas dan bertanggungjawab dalam:

a. Penyediaan, PenylmPanan, Pendokumentasian dan pengamanan informasi.”

(4.38) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf /2.1り　keterangan

Pemohon menyatakan叫uan pemohonan infomasi kepada Temohon adalah

untuk bahan diskusi dengan masyarakat.

(4.39) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (2.1り　keterangan

Pemohon menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Kontrak Kerja

adalah:

a. Pokok pe[ia巾ian

b. Surat penawaran beserta penawaran harga

C. Syarat-Syarat dokumen kontrak

d. Spesifikasi khusus

e. Spesifikasi umum

f Daftar kualitas dan harga

g. Addendum surat perjapjian
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(4.40) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (2.13) keterangan

Temohon telah melakukan uj i konsekuensi dimana di dalam Dokumen Kontrak

terdapat infomasi yang dikecualikan, dan paragraf (3.2/ kesimpulan Temohon

menyatakan bahwa dokumen kontrak tersebut proyeknya sedang berjalan, maka

M句elis Komisioner berpendapat sesuai Pasa1 2 dan Pasa1 6 UU KIP bahwa

Pemberian informasi Dokumen Kontrak tersebut harus mepe正mbangkan asas

kepatutan dan konsekuensi yang timbul apabila memberikan informasi

Dokumen Kontrak kepada Pemohon dan mempertimbangkan keamanan

informasi tersebut.

(4.41) Menimbang bahwa berdasark紬口調aian pada paragraf (4.36) sampal dengan

Paragraf f40) maka M雀ielis berpendapat dalam memberikan informasi

Dokumen Kontrak harus mempertimbangkan巾uan pemohonan informasi

Pemohon dan jenis informasi yang dibutuhkan Pemohon serta cara

memberikannya dalam upaya memenuhi hak Pemohon dalam memperoleh

informasi.

(4.42) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf 431) sampai dengan paragraf

竹4坊maka M句elis Komisioner berpendapat bahwa Dokumen Infomasi

Kontrak Ke寄a a巾ara Kontraktor Pemenang tender dengan PPK Pembangunan

Gedung Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur

Kabupaten Lombok Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2021 mempakan

infomasi publik yang bersifat terbuka dan cara pemberiannya kepada Pemohon

dengan cara melihat, membaca, dan mencatat serta infomasl yang diberikan

terbatas pada informasl yang dibutuhkan Pemohon.



5. KESIMPULAN

(5.1) Berdasarkan selun血uraian dan fakta hukum di atas, M砧elis Komisioner

berkesimpulan :

1. Komisi Infomasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk

menerima, memeriksa dan memutus pemohonan a quo.

2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standng) untuk

meng匂ukan pemohonan a q2畑

3. Temohon memenuhi syarat kedudukan hukum /穣al stanc海g) sebagai

Badan Publik dalam sengketa a quo.

4. Batas waktu Pemohonan Penyelesalan Sengketa Infomasi Publik dalam

Sengketa a quo telah memenuhi jangka waktu.

5. Pemohonan Pemohon beralasan hukum dan informasl yang dimohonkan

Oleh Pemohon adalah infomasi publik yang bersifat terbuka.

6. AMAR PUTUSAN

Memutu skan ,

(6. 1) Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;

(6.2) Memerintahkan Temohon untuk memberikan infomasi Dokumen Kontrak

Kerja antara Kontraktor Pemenang tender dengan PPK Pembangunan Gedung

Sentra Rotan dan Ketak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten

Lombok Tengah Tahap II Tahun Anggaran 2021, terbatas pada infomasi

tentang :

l. Pokok peIia巾ian

2. Surat penawaran beserta penawaran harga

3. Syarat-Syarat dokumen kontrak

4, Spesifikasi khusus

5. Spesifikasi umum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*..誓__」

6. Daftar kualitas dan harga

7. Addendum surat peIjar可ian
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Dengan cara melihat, membaca dan mencatat isi dokumen kontrak dimaksud

tanpa memberikan salinan kepada Pemohon s匂ck putusan ini berkekuatan

hukum tetap (in加tzch! van ge両帝虎)

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan M匂eljs Komisioner M・ Zaini

Selaku Ketua merangkap Anggota, Badrun, AM dan Sa血suri masmg-maSmg Sebagai

Anggota, Pada hari Se賞a§al ta皿ggai 30 November 2021 dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Jum,at, tangga1 3 Desember 2021 oleh M由elis

Komisioner yang nama-namanya terSebut di atas, dengan didampingi oieh Yayuk Sri

Mahayuniasih sebagai Petugas Kepaniteraan, dihadiri oleh Pemohon dan Temohon.

Ketua M萄elis

(M. Zaini)

A皿ggoねM勾e王js Anggota M勾elis

(Sansuri)
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Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuni dengan上aSlinya diumumkan kepada

masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

血formasi Publik dan Pasa1 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Infomasi

Nomor l Tchun 20 1 3 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Infomasi Publik.
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